REPUBLIK INDONESIA

No.1607, 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM. Rekapitulasi.
Perolehan Suara. Kecamatan. Kabupaten/Kota.
Provinsi.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 186
ayat (1), Pasal 190 ayat (1), Pasal 195 ayat (1), Pasal 199
ayat (1), dan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor
08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD, perlu menetapkan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS,
PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07
Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2013;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07
Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 13 Tahun 2013;
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08
Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26
Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di
TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut Partai Politik, tanda
gambar Partai Politik atau nama Partai Politik atau pada nomor urut
dan nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/ DPRA/ DPRP/DPRPB
dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada surat Pemilu DPR, DPRD
Provinsi/DPRA/ DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/ DPRK,
dan mencoblos pada nomor urut atau pada foto calon atau pada nama
calon anggota DPD pada Surat Suara Pemilu anggota DPD.

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terhadap Suara Pemilih
kepada calon anggota DPR, DPD, DPRD dan Partai Politik.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1607

10.

11.

12.

13.

Surat Suara adalah salah satu jenis Pemungutan Suara yang
berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan
Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilian Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU
Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan
Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Komisi Independen Pemilihan, selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP
Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU dan
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota /DPRK, Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
Pemilihan Umum di desa atau nama lain/kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan
pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat
dilaksanakannya Pemungutan Suara.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu, di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu
Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
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Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, selanjutnya disebut PPL,
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang
bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa
atau nama lain/kelurahan.

Saksi Peserta Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Saksi, adalah
orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Partai Politik atau
dari calon Anggota DPD.

Hari adalah hari kalender.
Pasal 2

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara
berjenjang sebagai berikut:

a. desa atau nama lain/kelurahan;
b. kecamatan;

c. kabupaten/kota;

d. provinsi; dan

e. nasional.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa atau nama
lain/kelurahan;

b. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;

c. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat
kabupaten/kota;

d. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi;
e. KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi
penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas formulir:
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